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SISWA BELAJAR MELANTAI

KESAN cuci tangan mulai terlihat dari permasalahan siswa
SDN Inti Kapiroe Kecamatan Palolo yang belajar dengan
cara melantai. Anggeta DPRD Kabupaten Sigi, Palulina, pun
terkesan ikut cuci tangan dan mengaku baru mengetahui
permasalahan tersebut. Lantas bagaimana efektifitas
kunjungan kerja (Kunker) dan kegiatan aspirasi masyarakat?

Oleh: SANAJI

Pernyataan anggota DPRD
Kabupaten Sigi Paulina, yang
berdalih permasalahan siswa
SDN Inti Kapiroe belajar
dengan cara melantai baru
diketahuinya, tak sepantasnya
dilontarkan. Sebagai wakil
rakyat dari Dapil Il (Palolodan
Nokilalaki), wilayah SDN Inti
Kapiroe berada, seyogyanya

laporan tersebut lebih dahulu
diketahuinya.

Sehingga dari fakta ini,
public bisa membaca ada dua
kemungkinan penyebabnya.
Pertama, komunikasi wakil
rakyat dengan warga yang
diwakilinya tersumbat. Kedua,
kunjungan kerja wakil rakyat
dan aspirasi masyarakat

pil I1 Sigi Terkesan

Paulina

kurang memenuhi sasaran
sehingga dipertanyakan

peruntukkan alokasi
anggarannya.

AT T R s ar ki
menindaklanjutinya dengan
segera, Paulina ditemui Koran
ini, Senin (25/8/2014), malah
meminta Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
(Disdikpora) Kabupaten Sigi
harus turun untuk mengunjugi
sekolah tersebut.

“Kenapa persoalan itu luput
dari pantauan, terutama dari
Disdikpora selaku instansi
yang mengurus sarana
dan prasaran pendidikan,”
sesalnya.

Katanya, jika di Sigi masih
ada siswa belajar di lantai,
harus segera ditindaklanjuti

Cuci Tangan

serta harus mendapat
perhatian dengan segera
memberikan bantuan mobiler.
Kalau hal ini dibiarkan akan
berdampak buruk bagi siswa,
karena belajarnya tidak
teratur.

“Diimbau kepada
Dinas Dikpora Sigi harus
memperhatikan sarana dan
prasarana sekolah sebagai
penunjang pendidikan,
bagaimana pendidikan
mau maju kalau sarana dan
prasarananya minim,” kata
Paulina.

Rencana pihak Dinas
Pendidikan, Pemuda dan
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Olahraga (Disdikpora)
Sigi mengunjungi SDN Inti
Kapiroe Kecamatan Palolo
Kabupaten Sigi untuk melihat
langsung kegiatan proses
belajar mengajar di sekolah
tersebut, harus tertunda. Dalih
menghadiri kegiatan halal
bil halal jadi faktor kendala.
Pertanyaannya, kegiatan
halal bil halal lebih prioritas
dibandingkan kondisi
memprihatinkan siswa yang
belajar dengan melantai?
Oleh: Sanaji
Sangatberasalan jikamuncul
pernyataan kritis terhadap
sikap yang ditunjukkan
oleh pihak Disdikpora Sigi
yang lebih memprioritaskan
menghadiri kegiatan halal bil
halal dibandingkan segera
menindaklanjuti upaya
penanganan siswa SDN Inti
Kapiroe yang melaksanakan
kegiatan belajar mengajar
dengan cara melantai.
Persoalannya, pihak
Disdikpora telah berkomitmen

.(22/8/2014),

akan mengunjungi sekolah
tersebut pada Jumat
di tengah
sorotan minimnya perhatian
bagi sekolah yang telah
menerima bantuan tiga ruang
kelas belajar (RKB) tersebut.

Sekretaris Disdikpora
Sigi, Ince Amas, Minggu
(24/8/2014), mengatakan,
laporan mengenai siswa
belajar dengan cara melantai
sudah diterimanya sesuai
informasi dari Kepala
Disdikpora Sigi. Sehingga
atas instruksi Kadisdikpora
Sigi kata Ince, ia ditugaskan
mengunjungi SDN Inti Kapiroe,
sekolah yang siswanya belajar
dengan cara melantai.

Ince mengakui, awalnya

rencanakunjungan ke SDN Inti ,

Kapiroe sudah diagendakan
pada hari itu (Jumat,
22/8/2014). Hanya saja, di
hari yang sama berlangsung
kegiatan halal bil halal di Desa
Lembantongoa Kecamatan
Palolo, dan kegiatannya

berlangsung jelang siang hari.

“Saat pulang dari kegiatan
halal bi halal dan ketika tiba
di Desa Kapiroe, hari sudah
siang, tentu siswa sudah pada
pulang semua sehingga kami
tidak singgah dan langsung
ikut rombongan pulang,”jelas
Ince Amas.

Ditegaskannya,
permasalahan yang
dihadapi oleh sekolah dan
sektor pendidikan secara
umum, merupakan tugas
Disdikpora. Akan tetapi
setiap permasalahan tersebut
tentu berbeda-beda cara
penanganannya. “Tanpa
adanya informasi, pihak dinag
juga tidak akan mengetahui
persoalan tersebut,” jelasnya.

Untuk diketahui, kurang
lebih tiga tahun lamanya,
yakni sejak tahun 2012, siswa
SDN Inti Kapiroe Kecamatan
Palolo Kabupaten Sigi, harus
belajar dengan cara melantai
karena minim mobiler seperti
kursi dah meja.

Kekurangan mobiler
tersebut diakui Kepala SDN
Inti Kapiroe Kecamatan
Palolo, Nasir Sidu, Kamis
(21/8/2014). Menurutnya,
SDN Inti Kapiore padaawalnya
mendapatbantuan rehab pada
tahun anggaran 2011 namun
digunakan pada tahun 2012.
Bantuan rehab tersebut untuk
tiga ruang kelas baru (RKB).
Dari tiga pengadaan ruang
kelas belajar, hanya satu kelas
yang memiliki mobiler. Itupun
menggunakan mobiler lama
yang masih bisa digunakan ,
sementara dua RKB lainnya
masih dalam keadaan kosong.

Sayangnya kata Nasir,
sejak memperoleh bantuan
rehab dari pemerintah, SDN
Inti Kapiroe belum pernah
sama sekali memperoleh
bantuan mobiler. “Kami
sudah menghubungi pihak
kontraktor H. Samsul, untuk
menyelesaikan pengadaan
mobiler, namun sampai saat
ini belum ada realisasi,” jelas

Nasir.

Ditegaskan Nasir, jika
kondisi kegiatan belajar
mengajar yang dialami siswa
SDN Inti Kapiroe ini tidak
segera mendapat perhatian
dari pemerintah, akan
berdampak buruk bagi para
siswanya. Selain tidak nyaman
dalam belajar, mereka juga
terganggu apabila musim
penghujan tiba karena
lantainya kotor. Bukan hanya
siswa yang dianggap merasa
kurang nyaman, guru pun
akan mengalami hal serupa
karena sangat tidak etis jika
guru mengajar sambil berdiri
sementara siswanya duduk
melantai di atas ubin yang
kotor. Apalagi saat proses
kegiatan belajar mengajar
berlangsung, terkadang
sebagian siswa memanfaatkan
untuk berbaring.

“Kami tidak bisa berbuat
banyak karena dana
mobiler sudah ada di tangan
kontraktor,” sesalnya, ***
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Rp400Jutalebihatasklaimta-
hun 2012. Pihak Dinas Kese-
hatan beralasan, dana terse-
but tidak bisa cair lantaran
lambat diklaim atau sudah
tutup buku. Padahal menu-
rut keterangan Puskesmas,
klaim diajukan jauh hari se-
belum tutup buku. Selain itu,
juga diketahui pemasukan
PADdaridanaJampersaltelah
mencapai 190 persendaritar-
get PAD sektor Jampersal. Itu
berarti dana Jampersal telah
100 persendiklaim oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Bang-
kep.(bar)




